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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANUL] SELATAN,

Menimbang : a. bahwa implementasi perididikan anti korupsi di seluruh
level jenjang pendidikan merupakan hal vang sangat
penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda
vang bherkarakter moral anti korupsi:

b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang
berintegritas dan bermoral anti Kkorupst sebagaimana
dimaksud pada hurut a, diperlukan implementas:
pendidikan anti korupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah
serta lingkungan meialuir insersi di mata pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan
Agama, dan Bimbingan Konseling:

¢.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Implementasi insersi Pendidikan Anu horups: di Sekolah
Kabupaten Tapanuli Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 18950 tentang
Pembentukan Daerah Otonom  Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 53.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092j,

3.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3874). sebagaimana
telah diubal dengan Undang-Undang Nomoi 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Repubbk

Indonesia Nomor 11505
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4250),
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana
horupst menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2015 Nomor 107. Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5698):
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan  Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43011:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femerintahan  Dacrah (Lembaran  Negara  REepubiik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Aras Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 1entang
Pemerintahan Daerah iiembaran Negara Repubibk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679j:

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Siandeatt Nasional Pendidikan (Lembaian Negata Repuiits
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496; sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kediida atas Usraturvan lemorintain Nomior 12 Tanun 2005
tentang Standar Nastonal Pendidikan (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3670).
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
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Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Negara Republik Indonesia Nomor 4804}

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 rentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tamhahan Temharan Negara R'Ppnhlik Iindnmesia Nomnr
5105). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157}
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 63.22);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
201t tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
4005 Nomor {40. Tambahan Lembaran Negara Repunik
indonesta Nomor 4378):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036
sebagaimana tetan diubah dengan Peraturan benter
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
{Bertta Negara Republik Indonesia lahun 2013 nNomor
tav.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten  Tapanub  Selatan (Lembaran  Daerah
kabupaten Tapanull Sciatan Tahun 2010 Nomor 231,
Tambahan Lembaran [Daecrah  Kabuparen Tapanuli
Selatan Nomor 14}, sebagaimana telah di ubah dengan
Peraturan Daerah habupaten Tapanuli Selatan Nomor 6
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Ravupaien Tapanull Selaian Noowor 7 Tabun 20106
rentang Pembentukan Perangkat Daerah Robupaien
Tapanul Selatan {Lembaran Daerah Kabupaten Tapanul
Selatan Tahun 2017 Nomor 290, Tambahan lLembaran
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20).
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :

1

da Lo

wdalah Kabupaten Tapanul Selaran,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bupatt adalah Bupati Tapanuli Selatan.

Perangkat Daerah vang selanjutnva disingkat PD adalah unsur pembantu
RBupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penvelenggaraan



53 Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana vang telah disusun
SCCAra terperines.

oo dnsersi adalah penvisipan  antisan nilarnilean dalam mata Pelajaran
rendudikan  Pancasida  dan hewarganegaraan., Pendidikan Agama.  dan
Bimbingan Konsehling,

7. Pendidikan Anti korupst adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter
generast muda vang  merupakan  proses  untuk  menguaikan  sihap
antikorupst dalam din peserta didik sejak dint.

3. iy adalah peodidik profesional dengan tugas nitama mendidik. mengajar.

membimbing, mengarahkan. melatth, menjlai. dan mengevaluasi peserta

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal. pendidikan
ctiasar. dan pendidikan menengah.
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Pasal 2
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dalam rangka Implementasi Inse si Pendiditkan  Anu Korupsi di Sekolah
habupaten Tapanul Selartan.
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Pasal 3
PCoratuinn Bu DODOrTL UG Untuik mes
Antr koerupst vang di Insersikan dalam mata pelajaran PE"{'E(']I(hi\dn Panramla
dan hewarganegaraan. Pendidikan Agama. dan Bimbingan Konseling

[RUANG LINGRUP

Pasal +

1 mmleemdm zona pendadlkan anti korupsi:

2. pelaksana implementasi zona pendudikan antt korupsi:
T et ST

+ mummrmg, evaluasi dan pelaporan,
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INTIL RAMENTASHINSERS! PENDIRIKAN ANTH KORUPS!

Pasal o

nplementast  Inserst Penchidikan  Anty korupsi merupakan  Penerapan
Pendudikan Anu korups: vang disisinkan pada mata nelajaran Pendidikan

Pancastla dan 1\'(‘\\"31“ganfgaman._ Pendidikan  Agama. dan  DBimbingan
somseling, sebingea tidak menambah mata pelajaran baru.
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regulas:  implementasi  Insersi Pendidikan  Antt Korupsi  di nngkat
Pendidikan Dasar 30 dan SMP sebagai dasar pelaksanaan setiap Umit Keria
Pendidikan:

unggaran mcﬁma(iai untuk impiementast Inserst Pendidikan Ann korupst di
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satuan  Khusus  atau kelompok  Kerta vang memadat  dalam
mengimpiementasikan  inserst Pendidikan  Anti korupst  di  tingkat
Pendidikan Dasar SD dan SMP:

tenaga pendidik vang  kompeten  dalam  menveleng garal«:an kegratan
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SMP:

manitoring dan cvaluast pelaksanaan !Implementast Insersi Pendidikan Ann
korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD dan SMP:

melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Insersi Pendidikan Anu
Lat Pendidiblan Dasar S0 ddan =M
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Pasal 7

fnsianf merancang, antara tam

~oomenganalisa Kompetens: Dasar Mata Pelaisran Pendidikan Diasar 8D
darn SMP yang relevan dengan tndakan anti korupsi dengan
menctapkain hompetens: dasar beserfa indikator pencapaianima dan
menetapkan tujuan pembelajaran beserta substanst {pengetahuan-
keterampian-sikap) vang akan dibelajarkan:

Loomemvusun pengalaman belajar untuk mepcapar komperens: vang

menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas vang dilakukan agar

peserta didik tahu. paham. sadar. bisa mempraktekkan dan konsisten
sertae terbiasa  mengamalkan  di kelas.  sekolah.  keluarga  dan
masyarakat:

«. memilih media (berapa referens:, permainan. ilm, pengalaman nyata
dalam keludupan) vang relevan untuk mendukung aktvitas sehingga
menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan:

. menvusun alat penilalan vang sesuar dengan kompetens: dan tujuan
vang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan
proses pembelajaran. mengukur ketercapatan kompetens: peserta didik
secara  periodik. mehbatkan prhak lan dalam  memvalitast hasil
pentlaian pencapatan kompetens: serta membuat ssvstemn aplikas: vang
menjacdh  pangkalan  data yang  menggamhbarkan  perkembangan
pencapaian hast belajar.

Mengikutsertakan peserta  didik  dalam  kegiatan  belajar  termasuk

meiibatkan  panca mderanva  meiaiun  aknivitas vang  menanik  dan

:m"n_\'enangkan.

Menviapkan jejanng dengan meluaskan pembelajaran antit korups: ke

sekolah, keluarga. masvarakat serta meliharkan semua pihak melalui

4« satukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran
Fendidihall Palivasta ddl) mewdi galicgdidall, retwdidihan Agania, dai
Bimbingan kKonseling:

boomembangun smergl utnuk mengefektitkan penguatan karakter ant
korupst dr tingkat sekolah antara Guru pelajaran Pendidikan Pancasila
dan Rew arganegaraa 1. Pendid ikan Agama. dan Bimbingan

PO —— . Lo m i oan

l\'Jll-')klil v};f \.l TR l\‘ I\‘.‘l') Lx\l.li}jd.tl E..,\.(J\J. J.(."I.Hi Lll 3!:1!.;,{ ';ICI’\\JL{'IJI::



-

(2

o

¢ membangun sinergi dan berbag praktek rerbaik pendidikan antikorupsi
antar Guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan
hewarganegaraan,Pendidikan Agama. dan Bimbingan Konseling/Guru
helas dalam torum MGMP/ KA

d  membangun sinergi antara sekeolah (Guru pelajaran  Pendidikan
Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Agama. dan Bimbingan
honseling/Wali kelas/CGuru Kelas) dengan orangtua/wali:

v membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan:

f membangun sinergl antara (ruru peiajaran bendidikan Pancasia dan
kewarganegaraan, Pendidikan Agama. dan Bimbingan Ronseling, Wali
kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnyva.
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dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan F‘ancasnla

dan kewarganegaraan, Pendidikan Agama. dan Bimbingan Konseling.

Guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan Wewarganegaraan. Pendidikan

Agama. dan Bimbingan konseling bertugas:
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sesual kebutuhan:

b, membuat aktivitas vang menank dan menvenangkan serta melibatkan
sellua indeld pesetia didih.

. menviapkan lejaring vang meluaskan pembelajaran ant korups:
sekolah, keluarga. masvarakat dengan melibarkan semua nihak

Guna kelancaran Implementast Inserst Pendidikan  Anti Korups:

sehagaimana dinaksud pada avat (1) dikoordimir oleh Kepala Sekolah dan

Uinas Pendidinan Daerah Kabupaten Vapanuli Selatan serta dimomianng

dan evaluasi oleh Bupat.

Pasal O

Uulla  welallvalain  Péelaksanaan implementasi  mnsersi  rendidikan  Anti
korupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Kkomisi Pemberantasan
Korupsi dan kementerian / Lembaga / Organisasi / Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kena sama Implementast Insersi Pendidikan Ant Koiupsi
s bagaimana dimaksud pada avar (1} dilaksanakan sesual dengan
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Agar setiap orang mengetahuinva., memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannva dalam Berita Daerah
habupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 27 SEPEMBER 201 g

BUPATI TAPANULI SELATAN,
ird.
SYAIHHRUL M. PASARIBU

Mundangkan di Sipirck
pada tanggal

SERRETARIS DAERAH KABUPATEN

t1ct,
PPARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR H£S

Salinan sesuai dengan aslinva
KhEPALA BAGIAN HUKUM

ASWIN RANGKUTE S H
C RPEMBINA TINGKAT |
NIP. 196405081984101001



